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PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

A.LATAR BELAKANG

Pajak Daerah vang selanjutnva disebut Pajak adalah kontribusi wajtb
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang. dengan udak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bag sebesar-besarmya kemakmuran rakvat. Retribusi Daerah
vang selanjutnyva disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembavaran atas jasa atau pembenan izin tertentu vang khusus
disediakan dan/atan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan adalah suatu
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besamya Pajak Daerah
dan Retnbusi Daerah yang terutang sampail kegiatan Penagihan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retnbusi
Daerah serta pengawasan penyetorannya. mengenai tata cara
pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Pemungutan Pajak dan
Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

B . DASAR

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat I Tanjung Jabung Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah




10.

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);




11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
632Peraturan Menteri Keuangan Nomor S50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transter ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Keuagan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor);

III. TUJUAN

Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan Tata cara Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

IV. PENUTUP

Demikian Nota Penjelasan tentang Tata cara Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , kami susun sebagai
salah satu persyaratan dalam pengajuan rancangan peraturan bupati yang
diajukan. Semoga Nota penjelasan ini dapat menjadi executive summary
terhadap Tata cara Tata cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .

¢

) :L
k?t)\iK
aﬁi\é,éE Ak MPP MAP

habia (IV/a)
%00902 2008




